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ABSTRAK :

CATATAN :

- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengajuan dan

penyelesaian keberatan, perlu mengubah tata cara pengajuan dan penyelesaian
keberatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um um dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal
13A Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan keberatan, dihapus. Menyisipkan diantara
ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 yakni ayat 4a yang berbunyi ketentuan Dalam hal Waijib
Pajak mengajukan. gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak
yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim
surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampa1 dengan Putusan
Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

" Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2015.



